SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 112/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/V1/2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
MELAKSANAKAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN TERHADAP

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa berdasarkan angka 7 huruf e Surat Komisi Pemilihan

1.

Umum Republik Indonesia Nomor 441 /PL.O2-
SD/01/KPU/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, Perihal
Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun
2020, yang berbunyi bahwa dalam hal KPU Kabupaten/Kota
tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana
mekanisme yang diatur dalam huruf ¢, maka KPU
Kabupaten/Kota dapat melimpahkan wewenang
pelaksanaan pelantikan dan bimtek PPS kepada ketua PPK

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemillhan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang
Pelimpahan kewenangan kepada Panitia Pemilihan
Kecamatan untuk melaksanakan pengambilan sumpah/janji
dan pelantikan terhadap Angota Panitia Pemungutan Suara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Belango dan
Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 3 Tahun
2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilthan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020.
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Memerhatikan:

Menetapkan :

KESATU

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gebernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-
Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman teknis
pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gebernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
258 /PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan
Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango
Nomor 73/PL.02-Kpt/7503/Kab/VI/2020 tentang Penetapan
pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango
Lanjutan Tahun 2020.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, Perihal
Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
BOLANGO TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK MELAKSANAKAN
PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI DAN PELANTIKAN TERHADAP
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Melimpahkan kewenangan kepada :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan Pinogu

2. Panitia Pemilihan Kecamatan Bulango Ulu

untuk melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan
terhadap angota Panitia Pemungutan Suara di wilayah
kecamatan masing-masing.
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KEDUA - Penerima  kewenangan sebagaimana diktum KESATU
berkewajiban melaporkan seluruh kegiatan pengambilan
sumpah/janji dan pelantikan Panitia Pemungutan Suara kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Suwawa
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA,

ttd

ADNAN A. BERAHIM

!m% N dengan aslinya
.jé p &i Kabupaten Bone Bolango
. ian Hukum,
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